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A.Latar Belakang

Kebebasan pers sejak masa reformasi tak hanyanpeattapositif. Tidak
adanya tekanan dari pemerintah terhadap media rsassenjak digulingkannya
pemerintahan orde baru juga memunculkan beberapyamg negatif. Salah
satunya adalah dengan munculnya fenomena pelamggeal@anggaran terhadap
Kode Etik Jurnalistik yang merupakan pedoman keyg@ta norma dalam
jurnalistik. Contohnya menulis liputan yang bersifspekulatif dan tidak
mengindahkan kode etik (Lukas Luwarso dakastraatmadja2000:90).

Sejak dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang neebglehkan
penerbitan pers tanpa surat izin terbit, banyakianethssa baru bermunculan.
Media massa baru memang banyak yang berkualitasymadidak sedikit pula
media massa yang muncul tidak berkompeten, terutdlaxda segi konten
beritanya. Sehingga munculah istilah ‘koran kuniypghg secara sederhana dapat
dirumuskan sebagai suratkabar yang cenderung tidakgindahkan kaidah
jurnalistik. Koran kuning cenderung mementingkadujuberita yang sensasional
untuk menarik perhatian pembaca.

Dalam makalah yang ditulis oleh Dosen Atma Jayayé&grta, Lukas S
Ispandriarno, koran kuning merupakan koran yang pnaktikkanyellow
journalism Dalam makalah yang berjudul ‘Etika Pers: ProbEkonomi, Politik,

dan Budaya Media Cetak Yogyakarta’ tersebut dilgas bahwa yellow



journalism menurut Stanley J.Baran adalah jurnalisme yangekatkan pada
sensasi seks, kriminal, dan berita malapetaka,aiandalam koran kuning judul
dibuat besar-besaran, penggambaran kasar, dannhergapada kartun serta

berwarna-warni.Http://www.dewanpers.or.jdliakses pada 5 April 2013).

Koran kuning juga dikenal sebagai jurnalisme yamgpipak pada ilusi,
imajinasi, dan fantasi sehingga dapat disimpulkama@ koran kuning merupakan

jurnalisme yang menjual sensadhttf://bincangmedia.wordpress.cordiakses

pada 28 Februari 2013). Beberapa koran kuning yeengdar adalah surat kabar
Lampu Merah, Meteor dan Merapi.

Koran kuning banyak menjual dramatisasi dan seosaksme dalam
penulisan beritanya. Selain itu aspek visual #aran kuning juga berlebihan.
Kontennya banyak berisi hal-hal cabul, artikellatisepele dan dengdeadline
yang memberi efek menakutkan.

Selain koran kuning, pelanggaran kode etik jugaeafitemui pada kasus
wartawan ‘amplop’. Fenomena wartawan amplop belg&anini juga menjadi
perbincangan hangat. Dalam bukunya yang berjudukaEtKomunikasi

(2006:152-153), Ashadi Siregar juga membahas fenartersebut.

Ashadi menyebutkan salah satu hal yang kerap tegddlah wartawan ‘tamu tak
diundang’ datang berombongan dan menunggu pembagigpao’ alias amplop di mana
kelompok wartawan ini biasanya berasal dari mediagydianggap tidak jelas perusahaan
persnya, namun kelompok ini tidak semata-mata waratanpa surat kabar. Bahkan
banyak di antaranya memiliki kartu pers yang ditkem Persatuan Wartawan Indonesia
(PWI), dan secara formal menjadi karyawan suratkgbag memiliki Surat ljin Usaha
Penerbitan Pers (SIUPP).

Sementara Masduki (2003:84-85) membagi dua jenigawan amplop
menurut pendekatan modus operandinya. Pertamakangang aktif berburu

amplop dari mendatangi panitia secara individu gangerkumpulan khusus



wartawan amplop untuk memeras narasumber. Keduagkmeyang pasif,

menerima amlop jika diberi, tapi tidak mencari ataenghadiri acara yang ber-
amplop jika tidak diundang. Riset yang dilakukariy&mto (dalam Masduki,

2003:85) terkait tindakan yang masuk dalam kategorplop sebagai berikut:
“yang dimaksud tindakan sagok atau pemberian ‘api@dalah jika narasumber
memberikan sejumlah uang, bingkisan barang, fasitkkomodasi untuk liputan.
Sedangkan pemberian tiket perjalanan, tumpanganndamnraktir makan tidak

termaksud amplop.”

Terkait masalah ‘amplop’ sebenarnya juga sudahudiateh Kode Etik
Jurnalistik Indonesia (KEJI) dalam pasal 6: "Wadaw Indonesia tidak
menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suagl'.yAing mungkin terjadi
adalah banyaknya pelaku media yang tidak mengafainipoin ataupun aturan
dalam profesi kerjanya. Hal tersebutlah yang mengabdasan penulis tertarik
untuk melakukan penelitian ini. Menurut survei DewRers tentang pengetahuan
jurnalis Indonesia atas Kode Etik Jurnalistik Indsia (KEJI) pada tahun 2011,

baru 42% wartawan yang membaca seluruh isi daril,K@&ap://unilubis.com/

diakses pada 28 Februari 2013).

Meski melanggar kode etik jurnalistik, fenomenaédut seringkali terjadi.
Dalam interaksi wartawan dengan narasumber khuaupeynerintah, budaya
‘amplop’ berlangsung bahkan kian dilembagakan atamggap wajar diterima
sebagai ‘hak’ wartawan bukan ‘pemberian’ yang bempsi mengubur
independensi wartawan, (Masduki, 2003:86). Pertg@ann antara idealisme

dengan sesuatu materi yang didapat wartawan ‘amptggrupakan pilihan



wartawan itu sendiri, namun hal tersebut menentdeerapa besar kredibilitas
mereka dan tentu saja jika hal tersebut sampatatike secara formal maka akan
ada sanksi yang berat untuk wartawan.

Penulis sendiri sempat melihat bagaimana fenomematawan amplop’
berlangsung. Saat penulis melakukan magang di satahmedia cetak terkemuka
di Yogyakarta pada bulan Januari 2009, penulis s¢mipugaskan meliput rapat
kerja salah satu dinas kenegaraan. Setelah peidisai meliput, penulis hendak
disuguhi ‘amplop’ oleh salah seorang pegawai ditesebut. Namun penulis
menolaknya. Meski begitu, penulis melihat banyakarejurnalis yang saat itu
sama-sama meliput menerima ‘amplop’ tersebut, bahtdk@a seorang jurnalis
yang ‘menagih’ saat ia belum mendapat bagian ‘apipiga. Meski begitu, ada
beberapa jurnalis yang juga menolak mentah-meatalplop’ tersebut.

Profesionalisme diperlukan untuk menjaga kinerjartavean dalam
memenuhi tugas jurnalistik. Etika diperlukan dalamenjaga profesionalisme.
Etika berfungsi menjaga agar pelaku profesi tetajgdt Committedl pada tujuan
sosial profesi, sehingga etika profesi dapat bggumemelihara agar profesi itu
tetap dijalankan sesuai dengan harapan lingkungsialsya, (Siregar, 1998:226).

Organisasi pers sebagai organisasi profesi dipanluldalam dunia
jurnalisitik. Ashadi Siregar menjelaskan lebih jauhengenai pentingnya
organisasi profesi. Menurutnya organisasi profesnglistik dapat membantu
institusi jurnalistik dalam mengembangkan pelakwfgsi yang berada di

dalamnya. Sebagian dari beban kerja pemimpin rédeitak membina personil



dalam institusinya baik bidang teknis maupun et&ntil alih oleh organisasi
profesi (dalam Sulistyowati, 2004:124) .

Dalam dialog Dewan Pers yang disiarkan langsung dl¢RI pada 9
Desember 2008 dengan tema ‘Peran Organisasi Wartdalam Meningkatkan
Kinerja Pers’ memunculkan beberapa pemikiran. Qiaj@ng menghadirkan
pembicara Leo Batubara (perwakilan Dewan Pers)aiNRatria (perwakilan AJl),
dan Kamsul Hasan  (Perwakilan PWI), memunculkan  raiki

(http://www.dewanpers.or.idliakses pada 26 Februari 2013):

Pertama, organisasi wartawan/organisasi pers hanesdorong anggotanya untuk

menghasilkan berita berkualitas, aktif memantauwegakan kode etik, dan selektif dalam
merekrut anggota. Jika langkah ini terus dilakukamlitas wartawan akan meningkat.

Kedua, saat ini ada organisasi wartawan yang kdbaraya justru merusak citra pers dan
melakukan kegiatan di luar persoalan pers. Anggatdebanyakan bukan wartawan atau
penulis aktif. Karya Jurnalistik yang dihasilkan rel@ cenderung melanggar Kode Etik
Jurnalistik Indonesia (KEJI).

Selain dalam dialog tersebut, peranan organisasigaam penegakan kode
etik jurnalistik juga dibahas dalam jurnal milik dfarini Sulistyowati, staf
Pengajar pada Program Studi lImu Komunikasi, STMRBMD"” Yogyakarta,

(http://jurnal.uajy.ac.id/diakses pada 2 Maret 2013). Dalam jurnal yangudat

‘Organisasi Profesi dan Kode Etik Jurnalistik’ tiisebutkan organisasi profesi
jurnalistik selayaknya memiliki komitmen untuk mea&kan kode etik jurnalistik
dan bekerja keras untuk memastikan anggotanya salakan kode etik
jurnalistik.

Jurnal tersebut menyimpulkan organisasi pers mé&erpavadah bagi
wartawan dari berbagai media massa dan pemantaypélagsanaan kode etik
jurnalistik. Selain itu, dengan menjadi anggotaadalorganisasi pers maka

wartawan mendapat perlindungan untuk memperjuangiekahaknya. Dengan



demikian, organisasi profesi jurnalis dapat memibamtenciptakan iklim
jurnalistik yang sehat.

Perilaku yang dilakukan oleh jurnalis/wartawan sebaya terbatas dalam
koridor Kode Etik Jurnalisitik yang telah ditetapkadal ini disebabkan kode etik
merupakan landasan moral dan etika profesi selpmgliman operasional dalam
menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integrida profesionalisme.

Berdasarkan penjabaran latar belakang ini, penolis tertarik untuk
meneliti ‘Hubungan keanggotaan wartawan dalam Qsgan Pers dengan
pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik’ dengesponden anggota Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI) cabang Yogyakarta. Kodi& Htirnalistik yang
digunakan penulis adalah Kode Etik Jurnalistik imeisia Dewan Pers.

Penelitian tentang Kode Etik Jurnalistik yang penukemukan adalah
skripsi dari mahasiswa Universitas Sumatera Utamat Sitinjak, 2011) yang
berjudul Pemahaman Wartawan Waspada Online terkadg Etik Jurnalistik
Wartawan Indonesia. Hasil penelitian kualitatifsedsut mengatakan sebagian

besar responden hanya memahami Kode Etik Jurkaisbatas teori saja tanpa

pelaksanaan yang benarhttp://repository.usu.ac.id/handle/123456789/30991
diakses pada 11 Oktober 2012).

Selain milik Irwan Sitinjak, penelitian lain dengatopik Kode Etik
Jurnalistik juga penulis temukan pada skripsi mikknanthi Haksari (2013)
dengan judul ‘Etika Pemberitaan Berita Kriminal RadRepublik Indonesia’.
Dalam studi analisis isi kuantitatif tersebut ditdqan bahwa RRI cabang Yogya

belum menerapkan etika jurnalistik secara menybludalam pemberitaan



kriminalnya. Dengan 40 berita kriminal RRI Yogyateadalam periode Januari-
Maret 2011, sang peneliti menganalis isi konterntd&riminal penyiaran dengan
pengujian menggunakan Kode Etik Jurnalistik Indanes

Selain latar belakang yang sudah penulis kemukakaa penelitian di atas
juga membuat peneliti termotivasi untuk melakukameditian mengenai Kode
Etik Jurnalistik. Namun penulis fokus pada wartawabagai pelaku media yang
merupakan obyek yang seharusnya mentaati kodejwgtilalistik yang sudah
ditentukan. Secara umum, penulis ingin melihat wWejanana pengetahuan
wartawan tentang kode etik jurnalistik. Secara kisugpenulis ingin melihat
adakah hubungan keanggotaan wartawan dalam organgas dengan

pengetahuan tentang kode etik jurnalistik.

B. Rumusan Masalah

1. Adakah hubungan keanggotaan wartawan dalam Organisas dengan
pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik?

2. Apakah pengalaman, tingkat pendidikan, fasilitaspghasilan, dan atau
sosial budaya dapat mengontrol hubungan antaragigetaen wartawan

dalam organisasi pers dengan pengetahuan tentaegekitx jurnalistik?

C. Tujuan Pendlitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hgfaun keanggotaan
wartawan dalam Organisasi Pers dengan pengetahermanty Kode Etik

Jurnalistik. Selain itu juga untuk mengetahui marmapau tidaknya pengalaman,



tingkat pendidikan, fasilitas, penghasilan, danuasasial budaya mengontrol
hubungan keanggotaan wartawan dalam organisasi gmrgan pengetahuan

tentang kode etik jurnalistik.

D. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikamisangan keilmuan

kepada ilmu komunikasi, khususnya mengenai keamggotvartawan dalam

Organisasi Pers dengan pengetahuan tentang Kdddugtalistik.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Dewan Pers, penelitian ini diharapkan tdapemberikan informasi yang
evaluatif terhadap ketaatan wartawan khususnyaogdjyakarta tentang Kode
Etik Jurnalistik.

2. Bagi wartawan, penelitian ini bisa menjadi wacamengenai Kode Etik
Jurnalistik sebagai kode etik profesi yang sehaasenar-benar ditaati.

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkanpdh menjadi salah satu rujukan

atau referensi yang bermanfaat.

E. Kerangka Teori
|. Organisas Pers
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring

(http://bahasa.kemdiknas.gq.iddiakses pada 18 April 2013), organisasi

didefinisikan sebagai kelompok kerjasama antaraxgsmaang yang diadakan



untuk mencapai tujuan bersama. Namun banyak ahlig ymga berusaha
mendefinisikan arti dari organisasi. James D. Mgodalam buku milik Ig.
Wursanto (2003:52) mengungkapkan bahwa organisasupakan bentuk dari
setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujaeesama.

Secara sederhana organisasi memiliki tiga unsuniyatang-orang Nlan),
kerjasama, dan tujuan bersama. Tiga unsur terdelakt dapat berdiri sendiri-
sendiri, akan tetapi saling berhubungan sehinggaipagan suatu kesatuan yang
utuh, (Wursanto, 2003:53).

Terdapat banyak teori mengenai organisasi, namuan sadu teori yang
menjelaskan tentang individu dalam organisasi. iT@ganisasi perilaku atalhe
Behaviour Theory of Organizaticadalah suatu teori yang memandang organisasi
dari segi perilaku anggota organisasi, (Wursan@)3265). Wursanto juga
menjelaskan, teori ini memandang setiap anggota pueyai watak,
temperamen, cita-cita, keinginan yang berbeda-bg@dmg mengakibatkan
perilaku dari setiap anggota organisasi berbeda-bed

Perilaku itu pada awal mulanya berorientasi padaseindiri, akan tetapi
karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidupriseselalu hidup dalam
kelompok, perilaku mereka berkembang menjadi ap®y ydginamakan perilaku
organisasi ljehaviour organization Menurut teori ini masalah utama yang
dihadapi organisasi adalah bagaimana mengarahkanapggota untuk berpikir,
bersikap, bertingkah laku atau berperilaku sebagaiusia organisasi yang baik,

(Wursanto, 2003:265).



Sementara pers sendiri menurut UU No. 40 tahun Xafi9ah lembaga
sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksarnkd@atan jurnalistik
meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpammengolah, dan
menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisargra, gambar, suara dan
gambar, serta data dan grafik maupun dalam beatnkyla dengan menggunakan
media cetak, media elektronik, dan segala jenisraal yang tersedia, (Seri
Pustaka Yustisia, 2003:8). Dalam UU tentang persebat disebutkan bahwa
organisasi pers adalah organisasi wartawan damisega perusahaan pers (pasal
1:5).

Sebagai sebuah profesi, wartawan perlu menghimpunddlam suatu
organisasi profesi. Organisasi pers atau organiwasiawan adalah organisasi
profesi. Suatu kelompok profesi saling menyatukadam suatu organisasi
membentuk ikatan profesi yang disatukan karena ktakang pendidikan yang
sama dan memiliki keahlian yang sama sehingga ttgrtbagi yang lain,
(Sulistyowati, 2004:123).

Ashadi Siregar juga mengungkapkan pentingnya osganiprofesi karena
dapat membantu institusi jurnalistik dalam mengemgkan pelaku profesi yang
berada di dalamnya, dimana sebagian dari bebaa kemimpin redaksi untuk
membina personil dalam institusinya baik bidangigknaupun etis diambil alih
oleh organisasi profesi, (dalam Sulistyowati, 2024).

Organisasi wartawan (organisasi pers) memiliki naanthtuk mendukung
serta memelihara dan menjaga kemerdekaan pers sesiggn amanat Undang-

Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk dap&ksanakan mandat dan
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amanat tersebut di atas, maka perlu dikembangkgan®asi wartawan yang
memiliki integritas dan kredibilitas serta denganggota yang profesional.

Pelaksanaan mandat dan amanat ini bertujuan untdng@mbangkan

kemerdekaan pers yang profesional, bebas, dan lyanmgnggung jawab kepada
publik.

Lebih jauh lagi David Hill (dalam Hendratmoko, 199engungkapkan
bahwa salah satu alasan jurnalis membentuk organmwafesi adalah karena
organisasi wartawan atau organisasi pers digunakturtk memperjuangkan hak
serta menyuarakan kepentingan wartawan baik daleasep negoisasi dengan
pemerintah maupun pemilik modal. Organisasi peng ygertama kali didirikan di
Indonesia adalah Persatuan Wartawan Indonesia (P8did tanggal 9 Februari
1946. PWI kemudian mengesahkan kode etik jurnialiging diberi nama KEJ-
PWI dalam Kongres PWI di Surabaya pada tahun 1&fegar, 2005:3).

Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimaskeanggotaan dalam
organisasi pers mempengaruhi pengetahuan indivigig ytergabung dalam
organisasi tersebut, dalam hal ini wartawan, tentéode Etik Jurnalistik. Teori
organisasi perilaku melihat bahagaimana organisesigarahkan para anggota
untuk berpikir, bersikap dan bertingkah laku.

I. 1. Perilaku Organisas

Menurut Stephen P. Robbins (2006:10), perilaku misgesi adalah suatu
bidang studi yang mempelajari dampak perorangdoeok, dan struktur pada
perilaku dalam organisasi dengan maksud menerap&agetahuan tentang hal-

hal tersebut demi perbaikan efektivitas organisasi.
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Beberapa pakar lain juga memiliki pemahaman menge@ilaku

organisasi.

Apabila kita membicarakan perilaku organisasi, tiefidta memandang organisasi itu
sebagai proses, yaitu proses kerjasama antaraosgl@it orang untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan .... Mempelajari perilakuamigasi berarti mempelajari perilaku para
anggota organisasi, baik secara individu maupuaraekelompok. Mempelajari perilaku
organisasi bukan mempelajari bagaimana organisasberperilaku, tetapi mempelajari
bagaimana para anggota organisasi itu berperilslampelajari bagaimana para anggota
organisasi berperilaku berarti berusaha memaharake manusia. (Wursanto, 2003:275)

Seperti yang diungkapkan Wursanto, mempelajari lgs@ri organisasi
berarti berusaha memahami perilaku manusia atauividad Robbins
mengungkapkan ada beberapa faktor perilaku indiyahg dapat mempengaruhi
kinerja atau kepuasan karyawan, (2006:47-56). Keayadi sini adalah anggota
organisasi. Faktor-faktor tersebut yakni:

1) Karakteristik Biografis
a. Usia
b. Jenis Kelamin
c. Status Perkawinan
d. Masa Kerja
2) Kemampuan
Kemampuan di sini merujuk pada kapasitas indiviciiuk mengerjakan
berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemamgiugini dibagi menjadi:
a. Kemampuan intelektual: kapasitas untuk melaksandegiatan-kegiatan
mental
b. Kemampuan Fisik: kemampuan menjalankan tugas yamuniut stamina,

ketrampilan, kekuatan, dan karakteristik-karaktiriserupa
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Kemampuan dalam penelitian ini adalah kemampuag gamiliki anggota PWI
sebagai anggota dalam organisasi pers tersebutamDahal ini berupa
keanggotaan-keanggotaan wartawan di dalam PWI.
3) Pembelajaran
Pembelajaran di sini didefinisikan sebagai perubaparilaku yang relatif
permanen yang terjadi sebagai hasil dari pengalarR@mbelajaran yang
dimaksud dalam penelitian ini berupa pembelajaralard ranah jurnalistik
yang didapat wartawan sebagai anggota selama kbtergannya di PWI.
I1. Pengetahuan Tentang Kode Etik Jurnalistik
Menurut Soekidjo Notoatmodjo dalam bukunya yangjudged Promosi
Kesehatan dan limu Perilaku (2007:140), pengetalatiam kognitif merupakan
domain yang sangat penting dalam membentuk tindakeseorang ofert
behaviou). Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan tesgtelah orang
melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu
Menurut Notoatmodjo (2003:24), pengetahuan sesgailapat dipengaruhi

oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Pengalaman

Pengalaman dapat diperoleh dari pengalaman sentidpun pengalaman orang lain.
Pengalaman yang diperoleh dapat memperluas pengetalseorang.

b. Tingkat Pendidikan

Secara umum, orang yang berpendidikan lebih tiaggn memiliki pengetahuan yang lebih
luas daripada orang yang berpendidikan lebih rendah

c. Keyakinan

Biasanya keyakinan diperoleh secara turun-menupaik keyakinan yang positif maupun
keyakinan yang negatif, tanpa adanya pembuktidgebigrdahulu.

d. Fasilitas

Fasilitas sebagai sumber informasi yang dapat meggrahi pengetahuan seseorang adalah
majalah, radio, koran, televisi, buku, dan laimlai

e. Penghasilan

Penghasilan tidak berpengaruh langsung terhadagepmdman seseorang. Namun, jika
seseorang berpenghasilan cukup besar, maka dia umampyediakan fasilitas yang lebih
baik.

f. Sosial Budaya
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Kebudayaan setempat dan kebiasaan dalam keluangat daempengaruhi pengetahuan,
persepsi, dan sikap seseorang terhadap sesuatu.

Dalam penelitian ini, pengetahuan yang dimaksudlahd@engetahuan
tentang Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnakstnerupakan wujud dari etika.
Tokoh pers Jakob Oetama menggambarkan perihal dtikasebagai wujud
pertanggungjawaban pers yang merupakan pertangyuaigan dari dalam, dari
wartawan, dari pemilik dan pengelola pers, darispsebagai institusi, (dalam
Siregar, 2005:11).

Kode etik umumnya dirumuskan dan dikeluarkan olebaoisasi atau
asosiasi profesi. Kode artinya tandag() yang secara luas diartikan "bangunan
simbolik”. Adapun syarat perumusan sebuah kodeiatikarus bersifat rasional,
tetapi tidak kering emosi. Kode etik harus konsidietapi tidak kaku (Masduki,
2003:49).

Sebagai sebuah profesi, pekerja di media massasaknwartawan diatur
oleh hukum dan etika karena luasnya jangkauan nuzgiavartawan, dahsyatnya
dampak sebuah berita, multimensi kepentingan gplékonomi berskala lokal
dan internasional, menjaga dan menjamin agar medassa memenuhi
kepentingan publikSeperti yang diungkapkan Ashadi Siregar (2006:1&)tiap
profesi memiliki kode etik, yaitu norma yang befasari suatu komunitas
profesional, sebagai acuan nilai bagi pelaku profésai ini diperlukan dalam
memelihara keberadaan profesi di tengah masyarakat.

Terdapat berbagi macam aturan kode etik jurnalistiependen (diluar UU
atau peraturan pemerintah) seperti, Kode Etik PAlignsi Jurnalis Independen

(AJl), P3SPS untuk jurnalistik elektronik. Namurcae umum aturan tersebut
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dijelaskan secara terperinci dalam Kode Etik Jistila Indonesia (KEJI) yang

dikeluarkan oleh Dewan Pers sebagai lembaga indepeyang berfungsi sebagai
pelindung kemerdekaan pers. KEJI dibuat di Jakpaida 14 Maret 2006 atas
nama 29 organisasi wartawan dan organisasi perasgbhers Indonesia. Pasal-
pasal yang ada dalam Kode Etik Jurnalistik tersedmdlah sebagai berikut

(Kunto, 2006: 163-172) :

Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasibierita yang akurat,

berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

a) Independen berarti memberitakan peristiwva atauafakisuai dengan suara hati nurani
tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dhak plain termasuk pemilik
perusahaan pers.

b) Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan tibekika peristiwa terjadi.

¢) Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempataras

d) Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secaengaja dan semata-mata untuk
menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang progdsgalam melaksanakan

tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

a) Menunjukkan identitas diri kepada narasumber.

b) Menghormati hak privasi.

c) Tidak menyuap.

d) Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumterny

e) Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiamabagafoto, suara dilengkapi
dengan keterangan tentang sumber dan ditampillamesberimbang.

f) Menghormati pengalaman traumatik narasumber datmggjian gambar, foto, suara.

g) Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan tiasitan wartawan lain sebagai karya
sendiri.

h) Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkiaik peliputan berita investigasi
bagi kepentingan publik.

Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, meiitddean secara berimbang,

tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghaksgita menerapkan asas praduga tak

bersalah.

Penafsiran

a) Menguiji informasi berarti melakukaiheck and rechedentang kebenaran

b) informasi itu.

c) Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu petaberkepada masing-masing
pihak secara proporsional.

d) Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi weata Hal ini berbeda dengan opini
interpretatif, yaitu pendapat yang berupa integsieivartawan atas fakta.

e) Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak hrakigni seseorang.

Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohongglfit sadis, dan cabul.

Penafsiran

a) Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui selmfaimleh wartawan sebagai hal yang
tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

b) Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukaars. sengaja dengan niat buruk.
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¢) Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasiha

d) Cabul berarti penggambaran tingkah laku secargseatehgan foto, gambar, suara, grafis
atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitaésurbirahi.

e) Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartamencantumkan waktu
pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiaid@mtitas korban kejahatan

susila dan tidak menyebutkan identitas anak yangjadepelaku kejahatan.

Penafsiran

a) ldentitas adalah semua data dan informasi yang amghyt diri seseorang yang
memudahkan orang lain untuk melacak.

b) Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 1éhtdan belum menikah.

Pasal 6: Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profestidak menerima suap.

Penafsiran

a) Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yaeggambil keuntungan pribadi
atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebeéhformasi tersebut menjadi
pengetahuan umum.

b) Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uandal&au fasilitas dari pihak lain
yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindunarasumber yang tidak

bersedia diketahui identitas maupun keberadaanmnyanghargai ketentuan embargo,

informasi latar belakang, ddaff the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

a) Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkantitendan keberadaan narasumber
demi keamanan narasumber dan keluarganya.

b) Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiarda sesuai dengan permintaan
narasumber.

¢) Informasi latar belakang adalah segala informaai diita dari narasumber yang disiarkan
atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.

d) “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasuydrgy tidak boleh
disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkaitebéerdasarkan prasangka

atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasbedsan suku, ras, warna kulit, agama,

jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkatabat orang lemah, miskin, sakit, cacat

jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

a) Prasangka adalah anggapan yang kurang baik menggsizatu sebelum mengetahui
secara jelas.

b) Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak narasumberngrkahidupan pribadinya,

kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

a) Menghormati hak narasumber adalah sikap menahedadirberhati-hati.

b) Kehidupan pribadi adalah segala segi kehiduparosasg dan keluarganya selain yang
terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10: Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, denperbaiki berita yang keliru

dan tidak akurat disertai dengan permintaan mapbd@ pembaca, pendengar, dan atau

pemirsa.

Penafsiran

a) Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mung&ik karena ada maupun tidak ada
teguran dari pihak luar.

b) Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahantteidwgan substansi pokok.

Pasal 11: Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak lsbsglcara proporsional.

Penafsiran

a) Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompolg arstuk memberikan tanggapan
atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa falganyerugikan nama baiknya.
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b) Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membatulkekeliruan informasi yang
diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya mauggmtang orang lain.
¢) Proporsional berarti setara dengan bagian beritg parlu diperbaiki.

Dalam KEJI juga disebutkan bahwa penilaian akhas ggtelanggaran kode
etik jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers. Sanits pelanggaran kode etik
jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan @au perusahaan pers, (Kunto,
2006:170). KEJI adalah Kode Etik Jurnalistik yangudakan dalam penelitian
ini sehingga pengetahuan yang diukur adalah pemgatawartawan tentang isi
dari KEJI. Penulis membatasi pasal-pasal dalam Kghg digunakan untuk
penelitian ini. Pasal-pasal yang digunakan dalamelg&n ini adalah pasal 2,
pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 10, gdsdhn pada poin penjelasan

mengenai sanksi atas pelanggaran KEJI.

F. Kerangka Konsep
|. Keanggotaan
Keanggotaan diambil dari kata dasar anggota, demgaéahan ke-an. .

Menurut KBBI Daring fttp://bahasa.kemdiknas.gq.idliakses pada 18 April

2013), anggota memiliki arti sebagai orang (badgr)g menjadi bagian atau
masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewamtiggadsb). Keanggotaan
bermakna sebagai hal atau kedudukan sebagai andgalam penelitian ini,
keanggotaan yang dimaksud adalah kedudukan wartasedyagai anggota
organisasi. Organisasi yang dimaksud adalah orgsimers PWI.

Anggota organisasi merupakan salah satu unsur desay membentuk
suatu organisasi. Anggota organisasi adalah oramggoyang melaksanakan

pekerjaan organisasi dan terlibat dalam beberagpatem primer. Anggota
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organisasi terlibat dalam kegiatgpemikiran yang meliputi konsep-konsep,
penggunaan bahasa, pemecahan masalah, dan penalpegadasan. Kemudian
kegiatanperasaan yang mencakup emosi, keinginan, dan aspek-aspdikue
manusia lainnya yang bukan aspek intelektual. lp#lda kegiatarselfmoving
yang mencakup kegiatan fisik yang besar maupun yengatas, dan pada
kegiatanelektrokimiayang mencakugrain synaps(daerah kontak otak tempat
impuls saraf ditransmisikan hanya ke satu arahjjakan jantung, dan proses-
proses metabolisme. Kegiatan-kegiatan tersebut megkmkan orang-orang
melaksanakan keterampilan mereka, memahami sintbble§ dan
memperhatikan dunia serta menjalaninya.

(http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=5668takses pada 29 Mei 2013)

Dalam organisasi formal (Hikmat, 2009:183-187), usgh anggota
organisasi diikat oleh suatu persyaratan formabhgebbukti keanggotaannya.
Kedudukan, jabatan, dan pangkat yang terdapat dafgemnisasi dibuat secara
hierarkis dan piramidal yang menunjukkan tugas,uke#an, tanggung jawab,
dan wewenang yang berbeda-beda. Selain itu, hak kaavajiban melekat
sepenuhnya pada anggota organisasi sesuai dengmenamg dan tanggung
jawabnya.

Perihal keanggotaanpun dipaparkan dalam Peratumaar@WI, yakni pada

Bab Il pasal 6-11,Http://www.pwi.or.id/index.php/pd-pridiakses pada 29 Mei

2013):

PERATURAN DASAR PWI

BAB Il
KEANGGOTAAN
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Pasal 6

PWI beranggotakan Wartawan Indonesia, yang melaksanprofesi kewartawanan.

Pasal 7

Keanggotaan PWI terdiri atas:

a.Anggota Biasa;

b.Anggota Muda,;

c.Anggota Luar Biasa;

d.Anggota Kehormatan;

Pasal 8

(1) Untuk menjadi Anggota Biasa PWI seseorang harusemehi persyaratan:

a. Sudah menjadi Anggota Muda PWI selama 2 (dua)tahu

b. Melakukan profesi kewartawanan secara aktif;

c. Lulus ujian peningkatan status keanggotaan yangjatiggarakan oleh Pengurus
PWI.

(2) Syarat-syarat menjadi Anggota Muda, adalah:

a. Warga negara Republik Indonesia;

b. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun;

c. Berijazah serendah-rendahnya SMU (Sekolah Menendatum) atau yang
sederajat sebelum tahun 2008 dan serendah-rendabéihgesudah tahun 2008.

d. Telah diangkat menjadi wartawan oleh media tempagybersangkutan bekerja.

e. Tidak pernah dihukum oleh pengadilan karena melakutindak pidana yang
bertentangan dengan martabat dan profesi kewartawdan asas serta tujuan
PWI.

(3) Anggota Biasa yang tidak aktif lagi melakokkegiatan kewartawanan dapat menjadi
Anggota Luar Biasa.

(4) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota KehoemalPWI seseorang (Warga Negara
Indonesia) harus berjasa luar biasa bagi perkenalmafers Nasional, khususnya
PWI.

Pasal 9

(1) Setiap Anggota PWI berkewajiban:

a. Menaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah TaR@da serta keputusan-
keputusan organisasi;
b. Menjaga kredibilitas dan integritas wartawan danlPW

(2) Menaati Kode Etik Jurnalistik.

(3) Membayar uang iuran.

Pasal 10

Anggota PWI dilarang merangkap keanggotaan orgsinikawartawanan di tingkat

nasional dan di tingkat daerah.

Pasal 11

(1) Anggota Biasa berhak:

a. Menghadiri  Konferensi  Cabang/Perwakilan dan Konfsie Kerja
Cabang/Perwakilan;

b. Mengemukakan pendapat serta mengajukan usidatan;

c. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus jika memenparsyaratan;

d. Memberikan suara pada pengambilan keputusan yatakukan melalui
pemungutan suara;

(2) Anggota Muda, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Ketmian dapat diundang
menghadiri Kongres, Konferensi Cabang/Perwakilaran dKonferensi Kerja
Cabang/Perwakilan, serta dapat mengemukakan pandap mengajukan usul atau
saran.

(3) Setiap Anggota PWI berhak memperoleh bantuan huitas perkara yang dihadapi
berkenaan dengan profesi kewartawanannya.

Peneliti ingin melihat keterlibatan wartawan yangmnjadi bagian dalam

organisasi pers. Sejauh mana keterlibatan wartalgdam organisasi pers PWI,
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dan apakah keterlibatannya dalam organisasi pers B@miliki hubungan
dengan pengetahuan wartawan tentang kode etiligtika
[1. Organisas Pers

Dalam UU No.40 tahun 1999 Tentang Pers pasal 1ageatebutkan bahwa
organisasi pers adalah organisasi wartawan danniseg perusahaan pers.
Organisasi pers sebagai organisasi profesi digdtabasebagai suatu kelompok
profesi yang saling menyatukan dalam suatu orgainisambentuk ikatan profesi
yang disatukan karena latar belakang pendidikang ysama dan memiliki
keahlian yang sama sehingga tertutup bagi yang lain

Organisasi pers memiliki peranan yang penting kardapat membantu
institusi jurnalistik dalam mengembangkan pelakwfgsi yang berada di
dalamnya, di mana sebagian dari beban kerja pemingoiaksi untuk membina
personil dalam institusinya baik bidang teknis maupgetis diambil alih oleh
organisasi profesi. Selain itu organisasi pers tdapégunakan untuk
memperjuangkan hak serta menyuarakan kepentingatawean baik dalam
proses negoisasi dengan pemerintah maupun penoliain

Organisasi pers yang dimaksud dalam penelitiananilah organisasi
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Penulis akamelitiepengetahuan kode
etik jurnalistik wartawan yang tergabung dalam PWI.

Untuk mengetahui hubungan keanggotaan wartawamdaiganisasi pers
dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalisiqujis akan mengukurnya
melalui faktor-faktor individu anggota organisasWPdi mana menurut Robbins

faktor-faktor tersebut juga dapat mempengaruhiri@ngersonel.
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Faktor-faktor tersebut adalah karakteristik biografkemampuan, dan
pembelajaran.
[11. Wartawan

Wartawan atau yang bisa disebut juga sebagai jaradblah orang yang
bertugas melakukan kegiatan jurnalisme. Wartawaga jdapat didefinisikan
sebagai jembatan, media, yang menghubungkan afd&ta dan pembaca.
Sebagai jembatan, tugasnya adalah mengantarkam pesey diperoleh dari
sekumpulan fakta ke hadapan sidang pembaca. Utaak Tditambah, tidak
dikurangi. Tidak dimanipulasi, (Kunto, 2006:11). M&van dalam penelitian ini
adalah wartawan yang tergabung dalam organisasifdstl cabang Yogyakarta.
V. Pengetahuan Tentang Kode Etik Jurnalistik

Pengetahuan yang dicakup dalam domain kogadrigat penting dalam
membentuk tindakan seseoramydrt behaviour. Pengetahuan dalam penelitian
ini adalah pengetahuan tentang Kode Etik Jurnilistdonesia (KEJI) milik
Dewan Pers, di mana Dewan Pers merupakan lembdgpanden yang berfungsi
sebagai pelindung kemerdekaan pers. Penelitiajugai akan mengukur faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan. Bedbodedpor tersebut adalah
pengalaman, tingkat pendidikan, fasilitas, pendhasi dan sosial budaya
(Notoatmodjo, 2003:24).

Penulis membatasi pasal-pasal dalam KEJI yang dli@amuntuk penelitian
ini. Pasal-pasal KEJI yang digunakan dalam peaaliini adalah pasal yang

mengatur mengenai teknis wartawan dalam membudé lyaitu pasal 2, pasal 3,
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pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 10, pasal 11 ada poin penjelasan mengenai

sanksi atas pelanggaran KEJI.

G. Hipotesis

a. Ho dalam penelitian ini adalah:

1) Tidak terdapat hubungan antara keanggotaan wartdalam Organisasi Pers
dengan pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik

2) Pengalaman, tingkat pendidikan, fasilitas, pendgwasdan atau sosial budaya
tidak dapat mengontrol hubungan antara keanggotaartawan dalam
organisasi pers dengan pengetahuan tentang kaderetlistik

b. Ha dalam penelitian ini adalah:

1) Terdapat hubungan antara keanggotaan wartawan d@leganisasi Pers
dengan pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik

2) Pengalaman, tingkat pendidikan, fasilitas, pendgwasdan atau sosial budaya
dapat mengontrol hubungan antara keanggotaan wartalalam organisasi

pers dengan pengetahuan tentang kode etik juiikalist

H. Variabel Pendlitian
Variabel dalam penelitian ini adalah KeanggotaanrtsMeaan dalam
Organisasi Pers (X), Pengetahuan tentang Kode Eiikalistik milik Dewan

Pers: KEJI (Y), Faktor yang Mempengaruhi Pengetalida
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Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dajigambarkan sebagai berikut:

Variabel Bebas (X)
Keanggotaan wartawan
dalam Organisasi Pers

Faktor-faktor Perilaku
Individu:

 Karakteristik Biografis
Usia

Jenis Kelamin
Status Perkawinan
Masa
Kerja/pengalaman

YV V VYV

* Kemampuan
> Intelektual
> Fisik

* Pembelajaran

N~

Variabel Kontrol

(2

Faktor yang
mempengaruhi
pengetahuan

* Pengalaman
 Tingkat
Pendidikan
Fasilitas
Penghasilan

» Sosial Budaya

Variabel Terikat (Y)
Pengetahuan Tentang KEJI:

* Menempuh cara-cara yang profesional
e Selalu menguji informasi, memberitakan secara
berimbang, tidak mencampurkan fakta dan ogini
yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga
tak bersalah.
e Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas
korban kejahatan susila dan atau identitas ahak
yang menjadi pelaku kejahatan
e Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak
menerima suap
* Memiliki hak tolak untuk melindungi narasumbey,
menghargai ketentuan embargo, informasi lgtar
belakang dandff the record
» Segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita
yang keliru dan tidak akurat disertai dengan
permintaan maaf
* Melayani hak jawab dan hak koreksi secara
proporsional
* Mengetahui siapa yg menilai dan memberikan
sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Gambar 1. Hubungan antar Variabel

. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional

adalah unsur penelitian yangmiperitahukan

bagaimana cara mengukur suatu variabel. Denganl&atalefinisi operasional

adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimanauctra mengukur suatu

variabel (Singarimbun dan Effendi, 1989:46). Dedfiroperasional dari variabel-

variabel dalam penelitian ini adalah sebagai bériku

1. Variabd bebas (variabel X)

Variabel bebas atau variabel pengarudépendence variablenerupakan

variabel stimulus atau variabel yang mempengarahatel lain. Variabel bebas
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adalah variabel yang pengaruhnya diukur, dimangulatau dipilih untuk
menentukan hubungannya dengan suatu gejala yahgesh@si dalam kaitannya
dengan variabel lain, (Sarwono dan Lubis, 2007:56).

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah KearagotWartawan dalam
Organisasi Pers. Untuk mengukur variabel ini, penaolenggunakan indikator
dari faktor-faktor perilaku individu dalam orgarssamilik Stephen P. Robbins
karena subyek penelitian ini adalah wartawan sebadeidu yang merupakan
anggota dalam organisasi pers PWI cabang Yogyakarta

Keanggotaan wartawan dalam Organisasi Pers dalalifen ini diukur
menggunakan skala Guttman yang biasa digunakark yaitaban yang bersifat
jelas (tegas) dan konsisten, seperti benar-sadahdsgk, (Kriyantono, 2006:136).
Adapun indikator-indikatornya adalah:

1) Karakteristik Biografis

a. Usia, operasional frekuensi diukur dengan skalkervai.

b. Jenis Kelamin, operasional frekuensi diukur dergjaaa nominal.

c. Status Perkawinan, operasional frekuensi diukugden pengukuran skala
nominal.

d. Masa Kerja, operasional frekuensi diukur dengargpkaran skala interval.
Interval untuk masa kerja berdasarkan UU No.13 riaB003 tentang
ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini intervalhditi dari aturan pekerja
kontrak dengan maksimal 2 tahun untuk kontrak psatdan perpanjangan
1 tahun untuk kontrak kedua. Dalam aturan ini laktkerja maksimal

hanya 3 tahun,htp://prokum.esdm.go.id/uu/2003/uu-13-2003, pdiikses
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pada 18 April 2013). Jika perusahaan masih ingimggenakan jasa
karyawan kontrak, biasanya setelah masa kontraks,h&bryawan yang
bersangkutan akan dijadikan karyawan tetap. Daladikator masa kerja
peneliti juga menyusun pertanyaan mengenai staasdgotaan responden
dalam PWI dengan pilihan jawaban berdasarkan Raraidasar PWI.
2) Kemampuan, terkait dengan keanggotaan wartawaalaidPW |

a. Intelektual
Kemampuan intelektual dalam penelitian ini adal@&m&mpuan anggota
PWI dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan mentakrsepermasuk
organisasi dan uji kompetensi wartawan. Selain jilga mengenai
keterlibatan responden dalam PWI terkait mengemakalpendapat,
pengajuan usul dan saran serta pemberian suaran dpéngambilan
keputusan melalui pemungutan suara sebagaimanareabut merupakan
hak anggota PWI seperti yang dipaparkan dalam traratDasar PWI.
Operasional frekuensi diukur dengan pengukuratasi@minal.

b. Fisik
Kemampuan fisik dalam penelitian ini adalah kemaampanggota PWI
dalam melaksanakan kegiatan yang menuntut stankegrampilan,
kekuatan dan karakteristik-karakteristik serupgpe®e kegiatan pelatihan
jurnalistik, seminar dan kegiatan-kegiatan formahhya serta kegiatan
silahturahmi yang diadakan oleh PWI. Operasioreluensi diukur dengan
pengukuran skala nominal.

3) Pembelajaran
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Pembelajaran dalam penelitian ini merupakan hasigydidapat wartawan dari
PWI dan didapat dari hasil pengalaman. Seperti glangan saat menjalankan
tugas jurnalistiknya, termasuk hambatannya. Opeamasifrekuensi diukur
dengan pengukuran skala nominal dengan pertanpddoran ganda dan
dengan jawaban Ya atau Tidak.

2. Variabel Terikat (Variabel Y)

Variabel terikat atau variabel tergantundegendence variableialah
variabel yang diduga akibat atau yang dipengarildgt wariabel pendahulunya,
(Kriyantono, 2006:21). Keberadaan variabel ini diimdan diukur untuk
menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variablehsb Variabel terikat
dalam penelitian ini adalah Pengetahuan tentangeK®iik Jurnalistik (KEJI)
milik Dewan Pers yang diukur menggunakan skalar@amt Adapun indikator-
indikatornya adalah:

1) Pengetahuan tentang menempuh cara-cara Yyang praesidalam
melaksanakan tugas jurnalistik, (pasal 2).

2) Pengetahuan tentang selalu menguji informasi, medtaken secara
berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yamgnghakimi, serta
menerapkan asas praduga tak bersalah, (pasal 3).

3) Pengetahuan tentang tidak menyebutkan dan mengiadentitas korban
kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitesk yang menjadi pelaku
kejahatan, (pasal 5).

4) Pengetahuan tentang tidak menyalahgunakan pradediidak menerima suap,

(pasal 6).
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5) Pengetahuan tentang memiliki hak tolak untuk melingd narasumber yang
tidak bersedia diketahui identitas maupun keberatgs menghargai
ketentuan embargo, informasi latar belakang, daffi the record sesuai
dengan kesepakatan, (pasal 7).

6) Pengetahuan tentang segera mencabut, meralat, elapearbaiki berita yang
keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaasmaf kepada pembaca,
pendengar, dan atau pemirsa, (pasal 10).

7) Pengetahuan tentang melayani hak jawab dan hakdiaecara proporsional,
(pasal 11).

8) Pengetahuan tentang Dewan Pers merupakan pihaknyalagukan penilaian

akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik serganisasi wartawan dan
atau perusahaan pers yang memberikan sanksinya.
Operasional frekuensi pada indikator ini diukur geem pengukuran skala
nominal dengan skor O jika jawabannya salah, dam &kjika jawabannya
benar. Pengetahuan dibagi menjadi 3 kategori yglemgetahuan rendah,
sedang dan tinggi. Adapun pembagiannya adalah aebagkut, (Suharsimi,
2009:239): rendah < 55%, sedang 56% — 75%, dagitm@5% - 100%.

3. Variabel Kontrol (Variabe Z)

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikatau dibuat konstan
sehingga hubungan variabel independen terhadapndepetidak dipengaruhi
oleh faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2@1).

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah faktaktor eksternal dan

internal yang dapat mempengaruhi terbentuknya paehgan, (Notoatmodio,
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2003:18). Namun penulis hanya menggunakan bebefak@r dari yang

diungkapkan oleh Notoatmodjo. Faktor-faktor yangudiakan adalah yang
dianggap penulis erat hubungannya dengan pembenfodiagetahuan tentang
Kode Etik Jurnalistik. Variabel ini diukur mengglaa skala Guttman dan
dibaca dengan data nominal. Adapun indikator-inikeya adalah:

1) Pengalaman pribadi

Pengalaman pribadi dalam penelitian ini berupa glimgan wartawan dalam

fenomena wartawan amplop, laporan masyarakat tgntzaritanya, dan

teguran atau sanksi pelanggaran kode etik jurriali€tperasional frekuensi
diukur dengan pengukuran skala nominal denganamnety pernyataan.

Dalam analisis, pengalaman dibagi dalam kategadgii dan rendah yang

diukur berdasarkan median (nilai tengah). Pengai@gandikator pengalaman

berdasarkan hasil temuan data dari penyebaran dnegsiadalah: rendah

memiliki nilai 0-3,5 dan tinggi memiliki nilai 3,8-

2) Tingkat Pendidikan

a. Komunikasi: wartawan yang berlatar belakangljkkan komunikasi.

b. Non-komunikasi: wartawan yang berlatar belakgoendidikan non-
komunikasi, seperti bidang teknik, ekonomi, senikum, dan lain-lain.
Operasional frekuensi diukur dengan data nomindliepertanyaan pilihan
ganda.

Dalam analisis, tingkat pendidikan dibagi dalamekati tinggi dan rendah

yang diukur berdasarkan median (nilai tengah). Regwprian indikator tingkat
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pendidikan berdasarkan hasil temuan data dari fpamga kuesioner adalah:
rendah memiliki nilai <4,4 dan tinggi memiliki nila4,4.

3) Fasilitas
Fasilitas sebagai sumber informasi yang dapat meggvahi pengetahuan
seseorang adalah majalah, radio, koran, televigiy,bdan lain-lain. Fasilitas
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fasildaku saku pedoman kerja
yang didapat wartawan baik dari dalam maupun lugarusasi pers, baik
mendapatkannya sendiri maupun diberikan oleh pik@ak. Operasional
frekuensi diukur dengan pengukuran skala nominahgdn menjawab
pertanyaan pilihan ganda.
Dalam analisis, fasilitas dibagi dalam kategorggindan rendah yang diukur
berdasarkan median (nilai tengah). Pengategoriadikator fasilitas
berdasarkan hasil temuan data dari penyebaran dnegsiadalah: rendah
memiliki nilai 4-6, dan tinggi memiliki nilai 6-8.

4) Penghasilan
Penghasilan dalam penelitian ini adalah penghasieartawan dalam
pekerjaannya di dunia jurnalistik Operasional feksi diukur dengan
pengukuran skala nominal dengan menjawab pertangidiaan ganda. Data
untuk range penghasilan diukur berdasarkan standar golongadapatan tiap
bulannya menurut BPS, di mana pendapatan sebesar/Rp.166 termasuk
golongan rendah, pendapatan sebesar Rp 4.020.88%&sig&k golongan
menengah, dan pendapatan sebesar Rp 10.658.33&stérrgolongan atas,

(http://bisnis.news.viva.co.iddiakses pada 10 Maret 2013).
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Dalam analisis penghasilan dibagi dalam kategowdi dan rendah yang
diukur berdasarkan median (nilai tengah). Pengai@mgandikator penghasilan
berdasarkan hasil temuan data dari penyebaran dnegsiadalah: rendah
memiliki nilai <3,17 dan tinggi memiliki nilai >37L
5) Sosial Budaya

Sosial Budaya dalam penelitian ini merupakan femamevajar dalam
lingkungan pekerjaan wartawan yang dapat mempehpggrangetahuan.
Pertanyaan mengenai sosial budaya difokuskan padamfena wartawan
amplop. Operasional frekuensi diukur dengan pengukuskala nominal
dengan pernyataan dengan jawaban Ya atau Tidak.

Dalam analisis sosial budaya dibagi dalam katetioggi dan rendah yang
diukur berdasarkan median (nilai tengah). Pengai@goindikator sosial
budaya berdasarkan hasil temuan data dari penyebarasioner adalah:

rendah memiliki nilai 0-3, dan tinggi memiliki nil3,1-6.

J. Metodologi Penédlitian
1. Jenisdan Metode Pendlitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitadéngan menggunakan
metode survei. Penelitian survei adalah peneliyiang mengambil sampel dari
populasi dengan menggunakan kuesioner sebagapehgumpulan data pokok
(Singarimbun dan Effendi, 1989:3). Peneliti melakukpenyebaran kuesioner
kepada responden (anggota PWI Yogyakarta) sebakgaiktpengumpulan data.

Peneliti mendatangi langsung responden untuk miekgesioner dan menjawab
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pertanyaan yang dibuat peneliti. Data-data dariil hasnyebaran kuesioner
dinyatakan dalam bentuk angka. Data tersebut keanudiiolah dengan
menggunakan alat bantu program statistik SPSS.

2. Unit Analis

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah individggkni wartawan anggota
PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Peneliti méniiliVl sebagai unit analisis
dalam penelitian ini adalah karena PWI merupakalahsaatu organisasi
wartawan yang telah diverifikasi oleh Dewan Pers.

Menurut Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 12/SKvVDP2006 tentang
Hasil Verifikasi Organisasi Wartawan, ada 3 orgasiswartawan yang telah
memenuhi kriteria Standar Organisasi Wartawan yR, AJl (Aliansi Jurnalis
Independen), dan [JTI (Ikatan Jurnalis Televisi  oimsia),

(http://www.dewanpers.or.dddiakses pada 19 Februari 2013).

Peneliti memilih PWI sebagai unit analis dalam piéaa ini juga karena
total anggota PWI lebih banyak dibandingkan 2 oigmsi wartawan lain yang

teverifikasi Dewan Pers, AJI dan IJTI. Total jumlainggota PWI sebanyak

14.348 jurnalis, Ittp://pwi.or.id] diakses pada 19 Februari 2013). Sementara

jumlah anggota AJl adalah 1914 jurnalistty://ajiindonesia.or.id/diakses pada

19 Februari 2013), dan jumlah anggota IJTI adalai001 jurnalis,

(http://jurnalistelevisi.blogspot.com/diakses pada 19 Februari 2013). Penulis

menganggap PWI merupakan organisasi pers yang Idi@bhar dalam
keanggotaannya dibandingkan AJl dan IJTI. PWI jogupakan organisasi pers

yang lebih dulu terbentuk daripada AJl dan IJTI.
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3. Lokas Pendlitian
Salah satu syarat verifikasi Dewan Pers untuk asganwartawan adalah
bahwa organisasi wartawan tersebut harus memigkigprus cabang sekurang-

kurangnya di sepuluh jumlah provinsi di Indonesfhttp://www.lpds.or.id/

diakses pada 19 Februari 2013).

Penulis memilih PWI cabang Yogyakarta untuk pelaglitini. Dengan
demikian responden dalam penelitian ini adalah aveah yang berdomisili di
Yogyakarta. Sementara kantor PWI cabang Yogyakagtada di JI. Gambiran
No. 45, Umbulharjo.

4. Populas dan Sampe

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit aisayi@ng ciri-cirinya akan
diduga, (Singarimbun dan Effendi, 1989:152). Pogiy@ang menjadi responden
dalam penelitian ini adalah wartawan anggota PWbang Yogyakarta.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Seig@t8/| cabang Yogyakarta,
Bapak Primaswolo Sudjono pada 21 Januari 2013 jalmlah anggota PWI
cabang Yogyakarta lebih dari 1.000 wartawan, nastatus keanggotaan yang
aktif saat ini hanya 317 Wartawan.

Peneliti menjadikan jumlah anggota yang aktif dald@Vl cabang
Yogyakarta sebagai populasi penelitian ini. Peinalénganggap anggota yang
aktif akan lebih mudah ditemui dan lebih banyak giemi perkembangan akan
organisasi PWI, khususnya PWI cabang Yogyakarta.

Untuk penentuan ukuran sampel, peneliti menggunakenus Slovin

dengan asumsi kelonggaran ketidaktelitian dalamelgem ini sebesar 10%
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dengan harapan mendapatkan data yang akurat deémgatahan minimum.

Rumus: n= N

1+ Ne

Keterangan:
n = ukuran sampel keseluruhan
N = ukuran populasi
E = persen kelonggaran ketidaktelitian karenalkbsa
Populasi dalam penelitian ini telah diketahui saebe&¥l7 orang, sehingga

ukuran sampel yang akan digunakan dalam peneiitisebagai berikut:

n= N
1+ Ne
n= 317
1+ (0.9
n= 317
4.17

76,01 dibulatkan menjadi 76 orang

Teknik samplingyang digunakan adalah tekndccidental samplingatau
sampel kebetulan, yaitu dengan mengambil sampelhssaja yang ada atau
kebetulan ditemui. Untuk memudahkan melacak kelemadesponden, peneliti
mendatangi beberapa media di Yogyakarta di mangaawartawannya yang
menjadi anggota PWI, seperti Kedaulatan RakyatRIRah Kuesioner yang tidak
diisi dengan benar dianggap gagal dan tidak dipakduk diproses sesuai
kebutuhan penelitian.
5. Sumber Data

a. Data Primer
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Data Primer dalam penelitian ini diperoleh langsdagi objek penelitian,
berupa hasil pengumpulan data melalui kuesioneg ydirsi oleh responden.
Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang tedieaiggan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa litergaamg dikumpulkan dan
didapat dari pihak-pihak lain. Data tersebut dipsradari buku-buku penunjang
teori serta dari sumber-sumber lain seperti déerivet atau referensi skripsi.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau caem-gang dapat
digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, (Krigan, 2006:91). Penelitian
ini menggunakan Kuesioner atau angket sebagai pdstgumpulan data.
Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harusadéhkiresponden.

Penelitian ini menggunakan jenis kuesioner atalkketntgrtutup di mana
responden telah diberikan alternatif jawaban okehefiti, (Kriyantono, 2006:92).
Selain kuesioner, peneliti juga melakukan wawanadeagan pengurus PWI
untuk mengumpulkan data-data yang berguna bagiipaneni.

7. Uji Validitas dan Reliabilitas
a. Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pangi mengukur apa
yang ingin diukur, (Singarimbun dan Effendi, 1982} Pengujian validitas
dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasiduct moment(Kriyantono,
2006:171).

Rumus KorelasProduct Momenadalah:

34



B NEXY) - (ZXXY)
T NDe - 00 Ny e - 0V
di mana :
r = koefisien korelagPearson’s Product Moment
N = jumlah individu dalam sampel
X = angka mentah untuk variabel X
Y = angka mentah untuk variabel Y
Kriterianya adalah jika diperoleh r hitung > r thldmitir pertanyaan tersebut
valid, tetapi jika r hitung< r tabel, maka butir pertanyaan tersebut tidakdvali
a. Uji Reliabilitas
Reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alatgpk&or di dalam gejala
yang sama, (Singarimbun dan Effendi, 1989:140).gBgamn realiabilitas dalam
penelitian ini menggunakan tekrakpha cronbachdengan taraf signifikansi) =
5% apabila r hitung lebih besar dari r tabel, miakesioner sebagai alat pengukur

dikatakan andal (realibel).

k g,
Rumusalpha cronbach M = (—j(l_ Z 2 : ]

k-1 o,
di mana:
ri1 = koefisienalpha cronbach
K = banyaknya soal pertanyaan

2
2.% = jumlah varian butir pertanyaan

2 -
o, = varian total
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8. Metode Analisis Data
1. Statistik Deskriptif

Statistik deksriptif digunakan untuk menggambarkseristiva, perilaku
atau objek tertentu lainnya. Statistik deskriptifjucthakan pada riset deskriptif,
yang berupaya menggambarkan gejala atau fenomeamnasata variabel yang
diteliti tanpa berupaya menjelaskan hubungan-hudingang ada. Hasil
perhitungan statistik deskriptif ini nantinya mealkpn dasar bagi penghitungan
analisis berikutnya, misalnya untuk menghitung mmgan antarvariabel,
(Kriyantono, 2006:164-165).
2. Tabulasi Silang

Menurut Soeratno dan Arsyad (2003:136), denganlaabdata lapangan
akan segera tampak ringkas dan bersifat rangkumlaingga data dapat mudah
dibaca dan mudah dipahami.

Tabulasi silang dilakukan untuk menyajikan salingriubungannya
variabel yang satu dengan variabel yang lain (Supko, 1998:64).
3. Koefisien Kontingensi

Koefisien kontingensi C (Koefisien Cramer) merupakaji statistika
untuk menganalisis korelasi nonparametrik dan digan untuk mengukur
korelasi antara dua variabel data pada skala ndémiw@efisien kontingensi
merupakan ukuran statistik yang cukup sederhe®iagérimbun dan Effendi,
1989:287).

4. Uji Korelasi Parsial
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Hasil nilai korelasi parsial akan menunjukkan adaim kuatnya hubungan
dua variabel atau lebih, (Sugiyono, 2005).

Untuk memudahkan analisis, data yang diperoleandadenelitian ini akan
dianalisis menggunakan progr&®SS for windowslasil jawaban dari kuesioner

akan dituliskan dalam bentuk tabel.
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